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KATA PENGANTAR 
 
 

Segala Puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan 

kekuatan, kesempatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan naskah 

buku ini.  

Sebagaimana diketahui adanya kaitan yang erat antara politik 

dan hukum, bahwa sistem hukum merupakan produk dari sistem politk. 

Regulasi atas sebuah persoalan ditentukan dinamika politik yang terjadi. 

Demikian halnya dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah di 

Indonesia, senantiasa dipengaruhi pula oleh sistem politik kontemporer. 

Sejak proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia, Pemerintahan 

Daerah menjadi hal yang sangat penting dan menjadi perhatian 

Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 UUD 

1945 (sebelum amandemen) terkait dengan Pemerintahan Daerah. 

Seiring dengan perubahan ketatanegaraan berkaitan dengan amandemen 

UUD 1945, maka terjadi pula perubahan dalam sistem pemerintahan di 

daerah. 

Dalam buku ini Penulis berusaha memotret pelaksanaan otonomi 

daereah dalam pengaturan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, 

baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945. 

Penulis berharap buku ini dapat melengkapi sumber bacaan yang 

sudah ada, khususnya mengenai pembahasan mengenai Otonomi Daerah 

di Indonesia.  

 

Semarang,   April 2014 

Penulis 
 



 Dr. H. Djauhari, S.H., M.Hum. 
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Sambutan Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum 
 

Saya menyambut gembira terbitnya buku Hukum Tata Negara 
Indonesia yang ditulis oleh Sdr. Dr. Djauhari, S.H., M.Hum. ini. Menulis 
buku merupakan salah satu wujud kreativitas dosen dan mencerminkan 
kualitas seorang dosen. 

Sebagai kolega di UNISSULA kami berharap terbitnya buku ini 
dapat semakin mendorong tumbuhnya minat dosen untuk menulis buku. 

Disamping itu kami berharap dapat bermanfaat bagi semua fihak, 
baik dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. 
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